Uni versitas Indonesia Library >> U - Tesis Menbership

Kajian perijinan investas dikaitkan dengan industrialisasi Jawa Barat:
studi kasus pelayanan perijinan di kabupaten daerah tingkat 11
andung)
Achmad Sobana, author
Deskripsi Lengkap: https:/lib.ui.ac.id/detail 71d=93627& |okasi=|okal

Dalam GBHN, masyarakat adalah pelaku utama pembangunan nasional, pemerintah membimbing,
mengarahkan serta menciptakan ildim usaha yang menunjang. Kegiatan masyarakat dan pemerintah saling
mengisi, saling melengkapi dan saling mendukung. Hal tersebut berarti pemerintah memberikan peranan
yang besar pada dunia usaha dan berupaya memberdayakan masyarakat dengan mendorong,
mengembangkan pral carsa serta kreatifitas masyarakat. Diterbitkannya UU no. 1 Tabun 1967 tentang PMA
dan TJU no. 6 tahun 1968 tentang PMDN, dan serangkaian kebijakan di sektor moneter, fiskal serta
perdagangan, rnerupakan upaya menciptakan iklim usaha yang kondusif untuk menarik penanaman modal.
Pengaturan serta pelayanan perijinan penanaman modal bukan sgja dilakukan oleh instansi di tingkat pusat
sgja, melainkan juga oleh instans di daerah.

Masalahnya seberapa jauh pengaturan dan pelayanan perijinan di daerah agar tetap konsisten dengan
kebijakan dan tatkala pelayanan perijinan yang ditetapkan oleh pusat. Tata laksana pelayanan ijin
menyangkut tata cara, prosedur dan sistem kerja pelaksanan fungsi dan tugas pemerintahan yang bersifat
sederhana, terbuka, lancar, tepat waktu serta memberikan jaminan dan perlindungan pada pemohon ijin.

Dengan metode penelitian deskriptif analisis dilakukan pengumpulan dan penelusuran pengaturan perijinan
penanaman modal mulai dari tingkat kebijakan sampai pelaksanaan pelayanan ijin di Kabupaten Bandung
unit studi kasus. Di samping itu dilakukan pula penelitian kepustakaan untuk mengungkap pandangan para
pakar di bidangnya masing-masing yang relevan serta mendukung dan mempertajam penelusuran kebijakan
dan pengaturan serta pelaksanaan pelayanan perijinan.

Hasil penelitian dengan metode seperti diuraikan diatas, ditemukan tata |aksana pelayanan ijin lokasi
pembebasan tanah, yang ditetapkan dalam Keputusan Bupati Kepala Daerah tahun 1991 dan memungut
retribusi perijinan yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah tahun 1981 dan 1992. Prosedure dan
pemungutan retribusi tersebut di atas tidak konsisten dengan kebijakan penyederhanaan perijinan yang
ditetapkan oleh pusat.

Hai tersebut terjadi karena Kepala Wilayah, alat pusat di daerah tidak berfungsi mengawasi
penyelenggaraan pemerintahan di daerah, dan dalam dirinya melekat jabatan Kepala Daerah Otonom yang
bertanggung jawab dalam mengurus rumah tangganya lebih dominan. Disarankan mekanisme hubungan
pusat dan daerah terintegratif dan optimal dalam mengendalikan dan mengawasi peraturan daerah untuk
memelihara konsistens kebijakan dan pengaturan pusat dan daerah.
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